BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Doerah mulai ditetapkan & Indonesia sejak fhun 1999
n 1974 tentang Pokok-pokok

nomian saat ini menuntut pemeriniah daerah untuk berperan akfif d
enggali polensi perekonomian di daerahnya dan peran peniecintah febih bes:
am meningkatkan aktivitas ekonomi daerh.

i '. "-.'-" harus mlmmﬂjil 1" SRk ' 1 can §
gali. mengelola dan menggunakan sumber, keuangamn

bantuan pemerintah pusat harus seminimal mu gkin. sehingga Pendapatan Asli
Dacrah (PAD) harus menjadi sumber keuaggan wfami dengan dukungan afas
kebijakan Perimbangan Keunngan Pusat dan Daerah sebogai persyaratan mendasar
dalam sistem pemerintahan negam (Hasruddin, 2020).

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah peletakan titik berat
otonomi pada Kabupaten dan Kota sebagaimana distur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan



pada daerah tingkat I1. Otonomi yang dimaksud adalah otonomi yang nyata dan
bertanggung jawnb. Otonomi yang nyata artinya bahwa pemberian otonomi kepada
daerah sebenamya memiliki faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang

benar-benar dapat menjamin daersh vang berkaitan secara nyata mampu mengurus
rumsh tangganya sendiri,

Undang Nomor 33 Tahun 2004 berasal dari;
a. Pendapatan asli daerah.
b. Dana perimbangan, dan
€. Lain-Jain pendapatan.



Pembahasan mengenai point (a). Pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari:
a. Pajak daerah,
b. Retribusi daerah.
¢. Hasil pengelolaan kekayaan daersh yang dipisahkan, dan
d. Lain-lain PAD yang sah.

futin. Berkelanjutan yang dimaksud adalih melakukan perbaikan seperti
fasilitas umum. Menurut (Nurcholis & Kh '

terdapat keseimbangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut agar terciptanya keseimbangan ekonomi

sebagai tujuan utama pembangunan otonomi daerah vang berkelanjutan.



Data yang diperoleh untuk membahas latar belakang berkaitan dengan
penelitian ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Bahwa
pasar di Kabupaten Sleman terdiri dari 41 (Empat Puluh Satu) Pasar. Berdasarkan
Perbup Sleman Nomor 38 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peliiyanan Pasar yang terdiri dari § (Lima)

¢. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah I11
- Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Pakem
- Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Jangkang



d. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah IV

- Bendahara Penerimaan Pembanto Pasar Prambanan

- Bendahara Penerimaan Pembantu Passr Sambelegi

- Bendahara Penerimasn Pembantu Pasar Tegalsan

g. UPTD Pelayanan Pasar Wilayah ¥
- Bendahara Pénerimasn Pembantu Pasar Manggung
- Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Taman Kuliner Concat
- Bendaharn Penerimaan Pembantu Pasor Metrologi
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Menurut data darl Dinds Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
Kabupaten Sleman selama 4 tahun terakhir, target retribus) pasar adalah szbagai

bkt

Tabel 1.1

T"!‘t Eﬂrﬂmﬂ Pasar di thnpalen Sleman Tahun 2016 - 2019

185.034.300 | 160.015.100 [ 155.926.500° | 740.182.550
Gamping 111451000 [ 113.075.700 [ 105882500 [ 510.993.300
Balangan 69515000 [ 102001050 [ 109233000 | 431.853.100
Sleman FL603000 9T R24 600 | 10333IR00 | 494.758.100
Cebongan 101.281.500 | 103.003.100 | 100.824.700 | 515.655.900
Tempe! S7.986.400  [93.620900  [99.620.100 | 551.763.800
Pakem 35373100 | [OD.I0T.800 | 105.553.500 | 503.576.980
Kejambon 124827500 | 36392800 | 36.025.400 | 205.925.600
Gentan 97060400 | 79.480.300 | RO.480.300 | 217.738.300
Sambilegi 25127300 | 56.744.200 | 56.502.000 | 263.270.200
Prambanan | 84934000 [ 75405000 | 93.615.550 | 905.010.120
Tegalsari 27.072.000 [ 28163100 | 36.592.400 | 233.118.,700
Manggung 5081000 5.201.500 10.087.500 | 31.749.000
TKuliner CC_| - : = 105941000
Metrologi > - 5 35 (N0, 000
Jumlah 1.026.4358.300 | 10472700150 | 1.093.77R.450 | 3.836.530.050
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Sumber: Dinas Perindustrian dan Ml‘:ll:ll mll— Sleman, Tohun 2016-20019

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa target retribusi paser di
Kabupaten Sleman dari whun 2016 ke tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar

20841850, tahun 2017 ke tahun 2008 mengalami kenatkan sebesar 46508300,

tahun 2018 ke tabun 2019 mengalamai Kenaikan sebesar 4.742.758.200 Bila
W dﬂng]utnhmzﬂ]g'nﬂah

Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakaria terus menggali potensi-potensi keuangan
daerah agar dapat meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Sleman yang lebih

memungkinkan uniuk dikembangkan saat i adalah penerimaan retribusi pasar.

Retribusi merupakan harga dan suatu pelayanan langsung dari pemenintsh daerah
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yang digunakan untuk menyediakan tempat pasar yang strategis. Pemerintah daerah
memungut retribusi tersebut kepada setiap pengguna sarana dan prasarana pasar.
sedangkan dari pihak masyarakat langsung dapat merasakan jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang diberikan Pemerintah Daerah.

Permasalahan dalam penelitiyn i ity terdapat. penurunan techadap
pendapatan retribusi pasar dari Dinas Perd: o jpaten Sleman sepanjang 3

ingginya target yang

. Adopun &insan ti. N }m

tentang tingkat efektivitas penerimaan reiribusi pasar

Perdagangan Kabupaten ‘Sleman, Pentingnya penelitian ini dilakuksn guna
mengetahui efektivitas penenimaan retribusi pasar di kabupaten sleman dalam
meningkatkan pendapatan ashi doerah di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini
peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan data kualitatif dengan jenis
penelitian ini studi kasus (case study). Dari latar belakang yang telah disampaikan,



maka judul penelitian ini yaitu Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar

(Stodi Kasus di Kabapaten Sleman).

1.2 Rumusan Masalah

Hasil penelitian it diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya dan secarn khusus:



di bidang akuntansi pemerintahan serta dapat dijadikan sebagai sarana
tambghan referensi di perpustakaan Universitas Amikom Yogyakarta.
¢. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
pars pengambil keputusan untukfiegumuskan kebijakan strategis untuk
i di Kabupaten Sleman.
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